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REPUBLIK INDONESIA 

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ 
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 

 
Nomor :    5583 /P.01/10/2013 23 September 2013 
Lampiran : 1 Berkas 
Hal : Penawaran Diklat Non Gelar Substantif Tahun 2014 
 
Yth. 
1. Kepala Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota 
2. Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota 
3. Kepala SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota 
di  
Seluruh Indonesia  
 
 Sehubungan rencana penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Non Gelar Substantif tahun 2014, 
bersama ini kami informasikan bahwa, kami membuka kembali kesempatan pendaftaran diklat Non Gelar 
Substantif untuk pelaksanaan tahun 2014.  Adapun diklat Non Gelar Substantif yang kami tawarkan 
adalah: 
 
1. Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) Reguler; 
2. Perencanaan Pembangunan Daerah – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PPD-

RPJMD); 
3. Kelayakan Proyek; 
4. Local Economy Resources Developmen (LERD); 
5. Public Private Partnership (PPP); 
6. Green Economy; 
7. Pro Poor Planning and Budgeting; 
8. Disaster Mitigation (Mitigasi Bencana); 

 
Jika diklat Non Gelar Substantif yang kami tawarkan ini sesuai dengan kebutuhan pengembangan 

kapasitas instansi Saudara, usulan peserta dapat disampaikan kepada kami paling lambat tanggal 31 
Desember 2013. 

 
Peserta diklat yang diusulkan berkelompok untuk setiap diklatnya (2-5 orang, termasuk seorang team 

leader dari Bappeda), kecuali untuk diklat PPD Reguler, dan diklat Kelayakan Proyek yang terdiri atas 
peserta individu. Pembentukan kelompok peserta dapat dikoordinir oleh BKD/Badiklat/Bappeda. Selain 
itu, peserta yang diusulkan harus memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan seperti yang dijelaskan di 
dalam informasi masing-masing diklat terlampir. 
 
 Jika Saudara memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi staf kami Sdr. Wiky 
Witarni/Karyoto/Mulyani Rachmiati/Ch. Nunik Ispriyanti di No. Telp. (021) 31931447, atau surat elektronik 
ke pusbindiklatren@bappenas.go.id.  
 
 Atas perhatian dan kerjasama Saudara kami mengucapkan terima kasih.  
 

Kepala Pusat Pembinaan, 
Pendidikan dan Pelatihan Perencana 

 
 

Ir. Yahya Rachmana Hidayat,M.Sc,Ph.D 
NIP 19620323 198903 1 003 

Tembusan : 
1. Bapak Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas (sebagai laporan); 
2. PPK Dukungan Manajemen IV Sesmeneg PPN/Settama Bappenas. 



   
PUSBINDIKLATREN BAPPENAS 

FORMULIR PENDAFTARAN CALON PESERTA BEASISWA NON GELAR  
 
 

1. Nama (sesuai ijazah terakhir):………………………...........................................  NIP:    …………....................... . 

2. Tempat/tanggal lahir : ……………..…………......................................... Jenis Kelamin   ............. (L/ P) 

3. Alamat rumah  : ……………..…………....................................................................................... 

Kab/Kota/Prov ........................................................... Kode Pos ................. 

  Telpon/Fax/HP (   ...................  ) ………….……………….……...…...………..…………  

4. e-mail address : …………………………………………………………………………….………………..……. 

5. Nama instansi asal : ………….....................................................................................…………….… 

6. Nama Unit Kerja  : …………...............................................................................……………….…… 

7. Alamat Unit Kerja  : …………….................................................................................................... 

  Kab/Kota/Prov............................................................ Kode Pos ................. 

Telpon/Fax/HP ( .............. ) …………..………....…...………….…………………..……… 

8. Jabatan sekarang : …………………………..………………..………………………… Gol : …………………….. 

9. TMT PNS 100%, pada Gol. III/a : ................./……............/ ………..………....   Masa kerja: …………...……………. 

10. Pendidikan Terakhir : S1 / S2 / S3

 PT : …………….……………...................................................... 

Fakultas (S1/S2/S3)  : .............................................. Jurusan: …………………………………………………. 

Lulus tahun (S1/S2/S3)  : ..............................................  IPK: …..............................  skala: ……….……. 

11. Apakah sedang mengikuti /dalam proses pelamaran program diklat Pusbindiklatren? : Ya/Tidak 

12. Pilihan diklat yang akan diikuti :  

 
[    ] PPP  [    ] PPD RPJMD 

[    ] PERENCANAAN MITIGASI BENCANA [    ] MITIGASI BENCANA ALAM 

[    ] PPD REGULER   [    ] LERD DOMESTIK  

[    ] GREEN ECONOMY  [    ] KELAYAKAN PROYEK  

                                   

13. Uraikan secara singkat tugas pekerjaan Saudara sehari-hari saat ini : 

……………..……….……..…................................................................................................................................. 

……………..……….……..…................................................................................................................................. 

Dengan ini kami menyatakan bahwa, informasi di atas adalah yang 
sebenarnya. Jika dikemudian hari diketahui ada informasi yang tidak benar, 
maka kami bersedia menerima segala sanksi yang ditetapkan oleh 
Pusbindiklatren. 
 
 
Menyetujui,           
Pejabat Eselon II :……………………………………....                    .……………...........……..tgl ….......... 20 ..... 
       Yang bersangkutan,  
         

 ttd      ttd  
(………………………………………………………)  (……....……………………………………………) 
NamaJelas     NamaJelas 

  



Lampiran 2 
 

KOP INSTANSI 
(Surat Kesediaan Cost-Sharing) 

 
 (tempat/tgl/bln/thn)   

 
Nomor : ……………..      
Lamp. : …...(berkas)      
Hal : Kesediaan Pembiayaan Diklat   

  a.n. 1. Sdr. X      
2. Sdr. Y      
3. Sdr. Z 

 
Yth. Sdr. Kapusbindiklatren Bappenas 
Di 
Jakarta 

 
 

Sehubungan dengan surat Kapusbindiklatren Bappenas, nomor ......../…../2011, tentang 
ketentuan pembiayaan cost sharing untuk program non gelar dalam negeri yang dikelola oleh 
Pusbindiklatren Bappenas, bersama ini kami mengusulkan keikutsertaan Sdr. X, Y, dan Z dengan 
pengaturan biaya sebagai berikut: 

 
No Nama 

Peserta 
Item 
Mandatory 

(dalam 
Rp) 

Item 
Voluntary 

(dalam 
Rp) 

(Total) 
Rp) 

       
1 X      
2 Y      
3 Z      

       
       
 
  Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. 
 

…………………………, 
 
 

(………………………..) 
NIP: ………………….. 

 
Tembusan : 

1. Gubernur/Bupati/Walikota………………..; 
2. Penyelenggara Diklat; 
3. Sesmen PPN/Sestama Bappenas; 
4. Peserta diklat yang bersangkutan. 

 
Catatan: 
Mandatory : adalah porsi pendanaan yang menjadi kewajiban instansi asal berupa: 

a.  Transport kedatangan dan kepulangan ke lokasi studi; 
b.  Uang saku. 

           
Voluntary   : adalah porsi pendanaan yang secara sukarela ditanggung oleh instansi asal.  
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INFORMASI DIKLAT NON GELAR SUBSTANTIF  

PERENCANAAN MITIGASI BENCANA 

(DISASTER MITIGATION PLAN) 
 

I. PENDAHULUAN 

Pemanasan global (global warming) telah berdampak pada perubahan iklim dunia yang juga 

berimplikasi terhadap kehidupan manusia sebagai bagian dari suatu ekosistem. Letak geografis 

Indonesia yang berada pada garis katulistiwa dan dikepung oleh lempengan Eurasia, lempeng 

Indo-Australia, dan lempeng Pasifik, menyebabkan beberapa daerah di wilayah ini merupakan 

titik rawan bencana, terutama bencana gempa bumi, tsunami, banjir, dan letusan gunung 

berapi. 

Oleh karena Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan bencana, diperlukan suatu 

sistem dan metode yang tepat sebagai upaya mitigasi bencana yang disusun dalam bentuk 

perencanaan dan manajemen penaggulangan bencana. Perencanaan dan manajemen 

penanggulangan bencana terkait pada upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko 

bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan 

menghadapi ancaman bencana, termasuk bagaimana relokasi pengungsi yang memenuhi 

standar kesehatan, keamanan dan kenyamanan jika terjadi bencana, bagaimana distribusi 

bantuan untuk korban bencana dapat mencapai sasaran secara cepat dan tepat, bagaimana 

menanggulangi dampak psikologis korban bencana untuk mencapai kehidupan yang 

berkelanjutan dan bagaimana menciptakan kembali tatanan ekonomi, sosial dan budaya pasca 

bencana. 

Kebutuhan yang dirasa sangat mendesak saat ini adalah untuk mengisi kekosongan tenaga ahli 

di instansi-instansi pemerintah pada tingkat provinsi dan kabupeten/kota yang memiliki 

kemampuan dalam bidang perencanaan mitigasi bencana alam. 

Dengan latar belakang tersebut di atas, maka perlu dilakukan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) 

Perencanaan Mitigasi Bencana (Disaster Mitigation Plan). 

II. TUJUAN UMUM PELATIHAN 

 Secara umum pendidikan dan pelatihan ini bertujuan untuk membangun sistem yang 

terintegrasi dalam penanggulangan bencana dan manajemen pengurangan risiko 

bencana/mitigasi bencana. 

 

III. TUJUAN KHUSUS PELATIHAN 

 Sedangkan tujuan khusus dari pendidikan dan pelatihan ini dinataranya adalah: 

• Agar peserta memahami dan menguasai konsep dasar penanggulangan bencana dan 

pengurangan risiko bencana. 
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• Agar peserta mampu menyusun rencana pembangunan daerah  yang mengintegrasikan 

pengurangan risiko bencana didalamnya. 

• Agar peserta mampu menilai risiko bencana dan mampu menyusun rencana aksi daerah 

dalam pengurangan risiko bencana di daerahnya. 

• Agar peserta memahami dan mampu menilai kerusakan dan kerugian paska bencana. 

• Agar peserta memahami dan mampu menyusun perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi 

paska bencana 

  

IV. KELUARAN (OUTPUT) PELATIHAN 

 Keluaran (Output) yang diharapkan dari penyelenggaraan diklat Perencanaan Mitigasi 

Bencana ini adalah: 

• Peserta pelatihan dapat berfungsi sebagai motor/dinamisator dalam peningkatan 

kemampuan masyarakat dan aparat pemerintah daerah dalam upaya pengurangan risiko 

bencana dan penanggulangan bencana. 

• Peserta pelatihan dapat menjadi narasumber dalam pelatihan serupa dan penyusunan 

Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB). 

 

V. METODE PELATIHAN 

Sesuai dengan tujuan yang akan dicapai program diklat ini, maka metode diklat yang akan 

digunakan adalah proses belajar mengajar dengan metode pembelajaran untuk orang dewasa 

yang dapat terdiri dari: penyajian makalah, diskusi kelas, diskusi kelompok,  praktek kerja dan 

presentasi, serta field trip, dengan perbandingan 20% teori dan 80% praktek. 

 

VI. KRITERIA PENENTUAN PESERTA 

• Pendidikan minimal S1 

• Masa Kerja minimal 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal diangkat menjadi Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) 

• Umur maksimal 5 (lima) tahun sebelum memasuki masa pensiun 

• Berkelompok dengan jumlah disesuaikan dengan sektor-sektor yang menjadi prioritas 

pembangunan di daerah (maksimal 5 orang per daerah, termasuk 1 orang dari Bappeda 

sebagai team leader) 

• Mempertimbangkan peserta yang berasal dari daerah yang rawan bencana dan atau 

tertinggal. 

• Diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau serendah-rendahnya Pejabat Eselon II 

atasan langsungnya; 

• Mengisi Formulir Pendaftaran dan pernyataan kesediaan cost-sharing  terlampir. 
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VII. JADWAL PELAKSANAAN 

waktu tentative antara bulan Mei dan Oktober 2014 dan kepastian jadwal pelaksanaan dan 

institusi pelaksana diklat akan kami unggah pada laman Pusbindiklatren; 

www.pusbindiklatren.bappenas.go.id.  

 

VIII. PROSES PELAMARAN 

Untuk memfasilitasi proses pelamaran calon peserta, bersama ini hal-hal yang mungkin 

dapat dijadikan acuan: 

• Peserta pelatihan non-gelar substantive adalah kelompok peserta dari satu Pemerintah 

Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). 

• Peserta berkelompok dengan jumlah disesuaikan dengan sektor-sektor yang menjadi 

prioritas pembangunan di daerah (maksimal 5 orang per daerah). 

• Untuk membentuk kelompok calon peserta, diharapkan BKD/Badiklat/Bappeda (sesuai 

dengan ketentuan masing-masing daerah) melakukan koordinasi dengan SKPD lainnya. 

• BKD/Badiklat/Bappeda menyebarluaskan informasi penawaran diklat dari 

Pusbindiklatren Bappenas, dan meminta usulan calon peserta kepada seluruh SKPD dan 

Bappeda di daerahnya. 

• BKD/Badiklat/Bappeda mengundang calon peserta yang diusulkan untuk melakukan 

koordinasi, serta menunjuk calon peserta dari Bappeda sebagai ketua kelompok. 

• BKD/Badiklat/Bappeda mengusulkan kelompok calon peserta untuk mengikuti 

pelatihan non-gelarsubstantif kepada Pusbindiklatren Bappenas. 

• Pengiriman nama calon peserta diklat Mitigasi Bencana, mohon melampirkan formulir 

pendaftaran yang bertandatangan asli.  

• Surat usulan, formulir dan dokumen pendukung disampaikan langsung/via pos ke 

Kapusbindiklatren Bappenas, dengan alamat Jl. Sunda Kelapa No. 9, Jakarta Pusat 

(10310). 

• Untuk keterangan lebih lanjut tentang pengusulan calon peserta dapat diunduh melalui 

situs: www. Pusbindiklatren.bappenas.go.id atau disampaikan melalui email: 

pusbindiklatren@bappenas.go.id.  

 

IX. KURIKULUM 

1. Pengenalan Penanggulangan Bencana Dasar dan Pengarusutamaan ke dalam 

Perencanaan Pembangunan 

a. Filsafat dan Etika Penanggulangan Bencana 
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b. Konsep Dasar Bencana 

c. Gender Mainstreaming 

d. Pengurangan Risiko Bencana 

e. Sistem Nasional Penanggulangan Bencana, termasuk perubahan paradigma 

f. Pengarusutamaan Penanggulangan Bencana ke dalam SPPN/Daerah. 

g. Perencanaan yang Berwawasan Penanggulangan Bencana, termasuk Penganggaran 

dan Monev. 

h. Diskusi/Exercise/Case Study. 

 

2. Perencanaan Penanggulangan Bencana (RPB) dan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) 

a. Pengkajian Analisis Risiko 

b. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Rencana Aksi 

Nasional/Daerah Pengurangan Risiko Bencana. 

c. Pengurangan Risiko/Mitigasi dalam Perencanaan wilayah/tata ruang dan 

pembangunan sektoral. 

d. Pengurangan Risiko Bena/Mitigasi berbasis masyarakat/komunitas. 

e. Diskusi/Exercise/Case Study. 

 

3. Manajemen Pencegahan dan Kesiapsiagaan 

a. Pencegahan Bencana (Prevention) 

b. Kesiapsiagaan Bencana (Preparedness) 

c. Sistem Peringatan Dini (Antropatena) 

d. Diskusi/Exercise/Case Study. 

 

4. Manajemen Kedaruratan Dasar 

a. Manajemen Operasi dan Logistik 

b. Rencana Operasi 

c. Pengkajian Cepat (Rapid Assessment) 

d. Penanganan Penderita Gawat Darurat 

e. Bantuan Kemanusiaan dan Standar-standar yang berlaku 

f. Diskusi/Exercise/Case Study. 

 

5. Manajemen Pemulihan Dasar dan Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

a. Pengkajian Penilaian Kerusakan dan Kerugian (DALA) 

b. Pengkajian Early Recovery Need Assessment (ERNA) 

c. Pengkajian Post Disaster Need Assessment (PDNA) 

d. Pengkajian Human Recovery Need Assessment (HRNA) 

e. Konsep dasar Perencanaan dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi: Build back batter dan 

resilience community paska bencana. 

f. Kelembagaan dan Kemitraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (kasus Aceh dan 

Yogyakarta). 
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g. Rehabilitasi dan Rekonstruksi berbasis Komunitas. 

h. Pembangunan Infratsruktur dan Perumahan dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

i. Pemulihan Ekonomi, Sosial Masyarakat dan Psiko taruma dalam Rehabilitasi dan 

Rekonstruksi. 

j. Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi/RR 

k. Diskusi/Exercise/Case Study (perspektor/per Renaksi RR. Aceh, Yogyakarta, Wasior, 

Padang, Merapi dan Mentawai) 

6. Field Work. 

 

X.  KEHADIRAN PESERTA 

  Tingkat kebadiran peserta dalam diklat Disaster Mitigation Plan ini adalah minimal 90%, 

apabila kurang dari 90% maka peserta dinyatakan tidak lulus. 

 

XI. LAMA PELATIHAN 

a. Lama pelatihan Perencanaan Mitigasi Bencana (Disaster Mitigation Plan) adalah 2 minggu 

atau 12 hari, dengan hari efektif selama 10 hari kerja. 

b. 1 (satu) sesi = 2 jam pelajaran (jampel), 1 (satu) jampel = 45 menit. 

 

XII.  PEMBIAYAAN 

Pelaksanaan pelatihan ini akan dilaksanakan dengan mekanisme pembiayaan cost sharing tipe 

III, dengan rincian sebagai berikut: 

1. Dukungan pembiayaan yang dikeluarkan oleh Pusbindiklatren Bappenas meliputi: Biaya 

pelatihan, materi pelatihan, akomodasi, konsumsi, dan transport local (penjemputan dari 

penginapan ke tempat diklat). 

2. Dukungan pembiayaan yang harus disediakan oleh instansi asal peserta meliputi: transport 

(tiket PP) dari/ke kota asal peserta ke/dari lokasi tempat diklat, serta uang saku selama 

pelatihan. 

 

XIII . METODE EVALUASI 

Evaluasi pelaksanaan pelatihan dilakukan oleh pelaksana diklat dan harus disampaikan 

kepada Pusbindiklatren-Bappenas selambat-lambatnya 1 minggu setelah selasai pelatihan. 

Evaluasi mencakup: evaluasi terhadap kinerja pengajar, evaluasi terhadap kinerja 

pelaksanan diklat, dan evaluasi terhadap kesesuaian dan kualitas materi pelatihan. 
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INFORMASI DIKLAT NON GELAR SUBSTANTIF  

 

DIKLAT GREEN ECONOMY:  
PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN  

EMISI GAS RUMAH KACA 
 
I. PENDAHULUAN 

Peranan sumber daya alam dan lingkungan hidup (SDA dan LH) sangat penting dalam 

pembangunan nasional, baik sebagai penyedia bahan baku bagi pembangunan ekonomi maupun 

sebagai pendukung sistem kehidupan. Sesuai dengan fungsinya tersebut, SDA dan LH perlu 

dikelola dengan bijaksana agar pembangunan serta keberlangsungan kehidupan manusia dapat 

terjaga dan lestari saat ini dan di masa yang akan datang. Sebagai pendukung pertumbuhan 

ekonomi, yaitu adanya kepentingan ekonomi yang berorientasi jangka pendek serta lonjakan 

jumlah penduduk akan berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan akan sumber daya alam untuk 

bahan baku industri maupun konsumsi. Peningkatan kebutuhan tersebut dapat berakibat pada 

peningkatan pemanfaatan sumber daya alam, yang pada akhirnya akan menurunkan daya dukung 

dan fungsi dari lingkungan hidup serta kerusakan sumber daya alamnya. Akibat terjadinya 

degradasi lingkungan hidup ini sudah mulai dirasakan, terutama timbulnya permasalahan 

pemenuhan kebutuhan pangan, energi serta kebutuhan akan sumber daya air di berbagai wilayah. 

Dalam upaya untuk mengeliminir dampak-dampak buruk terhadap SDA dan LH tersebut maka 

perlu dilakukan mengembangan green economy atau ‘ekonomi hijau'. Konsep ini adalah sebuah 

rezim ekonomi baru di era abad ke-21 dimana ekonomi hijau adalah tatanan ekonomi baru yang 

menggunakan sedikit energi dan sumber daya alam. Untuk mengenalkan dan menyebarluaskan 

gagasan green economy ini maka perlu adanya Diklat Perencanaan Green Economy. 

II. TUJUAN UMUM PELATIHAN 

Secara umum Pendidikan dan latihan green economy ini bertujuan untuk meningkatkan 

pemahaman dan kompetensi aparatur pemerintah daerah mengenai Green Economy, khususnya 

dalam penyusunan RAD GRK.  

 
III. TUJUAN KHUSUS PELATIHAN 

 Sedangkan tujuan khusus dari pendidikan dan pelatihan ini dinataranya adalah: 

• Meningkatkan pengetahuan peserta tentang landasan konseptual yang diperlukan dalam 

penyusunan RAD GRK 

• Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan peserta tentang metodoli dan penyusunan RAD-

GRK 

  
IV. KELUARAN (OUTPUT) PELATIHAN 

 Keluaran (Output) yang diharapkan dari penyelenggaraan diklat green economy ini adalah 

menghasilkan peserta yang memahami konsep dan kerangka dasar Green Economy serta terlatih 

dan mampu menyusun konsep RAD GRK 
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V. METODE PELATIHAN 

 Sesuai dengan tujuan yang akan dicapai program diklat ini, maka metode diklat yang akan 

digunakan adalah proses belajar mengajar dengan metode pembelajaran untuk orang dewasa 

yang dapat terdiri dari: penyajian makalah, diskusi kelas, diskusi kelompok,  praktek penyusunan 

RAD GRK. dan presentasi, serta field trip, dengan perbandingan 20% teori dan 80% praktek. 

 
 
VI. KRITERIA PENENTUAN PESERTA 

• Pendidikan minimal S1 

• Masa Kerja minimal 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal diangkat menjadi Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) 

• Umur maksimal 5 (lima) tahun sebelum memasuki masa pensiun 

• Berkelompok dengan jumlah disesuaikan dengan sektor-sektor yang menjadi prioritas 

pembangunan di daerah (maksimal 5 orang per daerah, termasuk 1 orang dari Bappeda 

sebagai team leader) 

• Mempertimbangkan peserta yang berasal dari daerah yang rawan bencana dan atau tertinggal. 

• Diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau serendah-rendahnya Pejabat Eselon II 

atasan langsungnya; 

• Mengisi Formulir Pendaftaran dan pernyataan kesediaan cost-sharing  terlampir. 

VII.  JADWAL PELAKSANAAN 

waktu tentative antara bulan Mei s.d. September 2014 dan kepastian jadwal pelaksanaan dan 

institusi pelaksana diklat akan kami unggah pada laman Pusbindiklatren; 

www.pusbindiklatren.bappenas.go.id.  

 

VIII.  PROSES PELAMARAN 

Untuk memfasilitasi proses pelamaran calon peserta, bersama ini hal-hal yang mungkin dapat 

dijadikan acuan: 

• Peserta pelatihan non-gelar substantive adalah kelompok peserta dari satu Pemerintah 

Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). 

• Peserta berkelompok dengan jumlah disesuaikan dengan sektor-sektor yang menjadi 

prioritas pembangunan di daerah (maksimal 5 orang per daerah). 

• Untuk membentuk kelompok calon peserta, diharapkan BKD/Badiklat/Bappeda (sesuai 

dengan ketentuan masing-masing daerah) melakukan koordinasi dengan SKPD lainnya. 

• BKD/Badiklat/Bappeda menyebarluaskan informasi penawaran diklat dari Pusbindiklatren 

Bappenas, dan meminta usulan calon peserta kepada seluruh SKPD dan Bappeda di 

daerahnya. 
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• BKD/Badiklat/Bappeda mengundang calon peserta yang diusulkan untuk melakukan 

koordinasi, serta menunjuk calon peserta dari Bappeda sebagai ketua kelompok. 

• BKD/Badiklat/Bappeda mengusulkan kelompok calon peserta untuk mengikuti pelatihan 

non-gelarsubstantif kepada Pusbindiklatren Bappenas. 

• Pengiriman nama calon peserta diklat Green Economy, mohon melampirkan formulir 

pendaftaran yang bertandatangan asli.  

• Surat usulan, formulir dan dokumen pendukung disampaikan langsung/via pos ke 

Kapusbindiklatren Bappenas, dengan alamat Jl. Sunda Kelapa No. 9, Jakarta Pusat (10310). 

• Untuk keterangan lebih lanjut tentang pengusulan calon peserta dapat diunduh melalui 

situs: www. Pusbindiklatren.bappenas.go.id atau disampaikan melalui email: 

pusbindiklatren@bappenas.go.id.  

  

 

IX. KURIKULUM 

1. Pemahaman Green Economy 
a. Sejarah/Kronologi 
b. Faktor-faktor yang mendahului lahirnya Green Economy 
c. Konsep dasar Green Economy 
d. Keterkaitannya dengan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan 

2. Pembangunan Berkelanjutan 

3. Pentingnya Green Economy dalam Skenario saat ini 

4. Pendekatan (Jalan) menuju Green Economy 

5. Penerapan konsep Green Economy dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Indonesia: 

Proses penyusunan RAN-GRK (penerapam Low carbon Development di Indoensia) 

6. Proses Penyusunan RAD-GRK 

7. Konsep Mitigasi Perubahan Iklim 

8. Mitigasi pada Sektor-sektor prioritas serta standar dan metode perhitungan Emisi GRK. 

9. Perjanjian-perjanjian (Konvensi) Internasional Bidang Lingkungan Hidup yang mendasari 

Green Ekonomy: UNCSD, UNFCCC, CBD, UNCCD, dll. 

10. Kemitraan Pemerintah dan Swasta 

11. Pendanaan RAN dan RAD-GRK 

12. Telaah Dokumen Perencanaan Daerah 

13. Penyusunan Dokumen RAD-GRK 

 
X. KEHADIRAN PESERTA 

 Tingkat kebadiran peserta dalam diklat Green Economy ini adalah minimal 90%, apabila kurang 

dari 90% maka peserta dinyatakan tidak lulus. 
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XI. LAMA PELATIHAN 

a. Lama pelatihan Green Economy adalah 2 minggu atau 12 hari, dengan hari efektif selama 10 

hari kerja. 

b. 1 (satu) sesi = 2 jam pelajaran (jampel), 1 (satu) jampel = 45 menit. 

 

XII.  PEMBIAYAAN 

 Pelaksanaan pelatihan ini akan dilaksanakan dengan mekanisme pembiayaan cost sharing tipe 

III, dengan rincian sebagai berikut: 

1. Dukungan pembiayaan yang dikeluarkan oleh Pusbindiklatren Bappenas meliputi: Biaya 

pelatihan, materi pelatihan, akomodasi, konsumsi, dan transport local (penjemputan dari 

penginapan ke tempat diklat). 

2. Dukungan pembiayaan yang harus disediakan oleh instansi asal peserta meliputi: transport 

(tiket PP) dari/ke kota asal peserta ke/dari lokasi tempat diklat, serta uang saku selama 

pelatihan. 

 

XIII.  METODE EVALUASI 

Evaluasi pelaksanaan pelatihan dilakukan oleh pelaksana diklat dan harus disampaikan kepada 

Pusbindiklatren-Bappenas selambat-lambatnya 1 minggu setelah selasai pelatihan. Evaluasi 

mencakup: evaluasi terhadap kinerja pengajar, evaluasi terhadap kinerja pelaksanan diklat, 

dan evaluasi terhadap kesesuaian dan kualitas materi pelatihan. 
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INFORMASI DIKLAT NON GELAR SUBSTANTIF  

DIKLAT 
LOCAL ECONOMY RESOURCES DEVELOPMENT (LERD) 

 
 

I. PENDAHLUAN 

Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah, khsususnya di era desentralisasi adalah 

lemahnya koordinasi dan sinergi proses perencanaan pembangunan di daerah sehingga 

menimbulkan ketidakefektifan proses perencanaan lokal maupun regional dan cenderung 

menciptakan kesenjangan sosial-ekonomi antara lokal dan regional.  Saat ini pemerintah daerah 

tidak hanya diharapkan berfungsi sebagai koordinator dan pembuat kebijakan, tetapi juga dituntut 

untuk mempunyai jiwa dan semangat kewirausahaan agar dapat merangkul kelompok masyarakat 

usaha baik individual maupun badan usaha (stakeholder).  Tantangan lainnya adalah munculnya 

demokrasi multi partai dan peran dominan badan legislative daerah (DPRD); sementara di lain 

pihak, masyarakat dunia usaha dan umum menuntut peningkatan pelayanan yang lebih baik. 

Dalam kaitannya dengan hal tersebut di atas, Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan 

Perencana (Pusbindiklatren), Bappenas sesuai dengan fungsinya yaitu meningkatkan kapasitas 

institusi perencanaan di pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi maupun pemerintah Pusat, 

berkewajiban untuk meningkatkan kualitas perencanaan di tingkat provinsi dan regional agar 

menjadi lebih rasional, sistematis dan komprehensif.  Sehubungan dengan hal tersebut, 

Pusbindiklatren Bappenas berkoordinasi dengan Direktorat Perkotaan dan Pedesaan, Bappenas 

telah merancang pelatihan Local Economic Resources Development (LERD) dalam rangka 

mencapai kondisi yang ditargetkan dalam RPJM (2010-2014), yaitu meningkatkan kualitas SDM 

dan memperkuat daya saing perkonomian.  Pelatihan LERD ini dirancang sejalan dengan program 

nasional Revitalisasi Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah.   

II. TUJUAN UMUM PELATIHAN 

Secara umum pendidikan dan latihan LERD ini bertujuan untuk mendorong terciptanya kebijakan, 

srategi, dan perencanaan yang semakin efektif dan efisien dalam mengembangkan perekonomian 

daerah melalui meningkatkan produk unggulan, dan meningkatkan kompetensi perencana 

pemerintah khususnya dalam me-mapping product unggulan. 

 

III. TUJUAN KHUSUS PELATIHAN 

Sedangkan tujuan khusus dari pendidikan dan pelatihan ini diantaranya adalah: 

• Meningkatkan kompetensi perencana pemerintah dalam me-mapping produk unggulan 

• Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah kabupaten/kota dan provinsi untuk lebih 

melibatkan para pemangku kepentingan lokal melalui perencanaan partisipatif. 
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IV. KELUARAN (OUTPUT) PELATIHAN 

 Keluaran (output) yang diharapkan dari penyelenggaraan diklat LERD ini adalah menghasilkan 

peserta yang memahami konsep dan kerangka dasar pengembangan ekonomi 2ocal dan daerah. 

 

V. METODE PELATIHAN 

 Sesuai dengan tujuan yang akan dicapai program diklat ini, maka metode diklat yang akan 

digunakan adalah proses belajar mengajar dengan metode pembelajaran untuk orang dewasa 

yang dapat terdiri dari: penyajian makalah, diskusi kelas, diskusi kelompok,  praktek product 

mapping, dan presentasi. 

 

VI. KRITERIA PENENTUAN PESERTA 

1. Pendidikan minimal S1; 

2. Masa Kerja minimal 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal diangkat menjadi Pegawai Negeri 

Sipil (PNS); 

3. Umur maksimal 5 (lima) tahun sebelum memasuki masa pension; 

4. Berkelompok dengan jumlah disesuaikan dengan sektor-sektor yang menjadi prioritas 

pembangunan di daerah (maksimal 5 orang per daerah, termasuk 1 orang dari Bappeda 

sebagai team leader); 

5. Peserta membawa data potensial produk unggulan di daerah masing-masing, dokumen 

perencanaan seperti RPJMD dan Renstra SKPD dan data lainnya yang diperlukan; 

6. Diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau serendah-rendahnya Pejabat Eselon II 

atasan langsungnya; 

7. Mengisi Formulir Pendaftaran dan pernyataan kesediaan cost-sharing  terlampir. 

 

VII. JADWAL PELAKSANAAN 

waktu tentative antara bulan Juni s.d. September 2014 dan kepastian jadwal pelaksanaan dan 

institusi pelaksana diklat akan kami unggah pada laman Pusbindiklatren; 

www.pusbindiklatren.bappenas.go.id.  

 

VIII. PROSES PELAMARAN 

Untuk memfasilitasi proses pelamaran calon peserta, bersama ini hal-hal yang mungkin dapat 

dijadikan acuan: 

• Peserta pelatihan non-gelar substantive adalah kelompok peserta dari satu Pemerintah 

Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). 

• Peserta berkelompok dengan jumlah disesuaikan dengan sektor-sektor yang menjadi 

prioritas pembangunan di daerah (maksimal 5 orang per daerah). 

• Untuk membentuk kelompok calon peserta, diharapkan BKD/Badiklat/Bappeda (sesuai 

dengan ketentuan masing-masing daerah) melakukan koordinasi dengan SKPD lainnya. 
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• BKD/Badiklat/Bappeda menyebarluaskan informasi penawaran diklat dari Pusbindiklatren 

Bappenas, dan meminta usulan calon peserta kepada seluruh SKPD dan Bappeda di 

daerahnya. 

• BKD/Badiklat/Bappeda mengundang calon peserta yang diusulkan untuk melakukan 

koordinasi, serta menunjuk calon peserta dari Bappeda sebagai ketua kelompok. 

• BKD/Badiklat/Bappeda mengusulkan kelompok calon peserta untuk mengikuti pelatihan 

non-gelarsubstantif kepada Pusbindiklatren Bappenas. 

• Pengiriman nama calon peserta diklat LERD, mohon melampirkan formulir pendaftaran 

yang bertandatangan asli.  

• Surat usulan, formulir dan dokumen pendukung disampaikan langsung/via pos ke 

Kapusbindiklatren Bappenas, dengan alamat Jl. Sunda Kelapa No. 9, Jakarta Pusat (10310). 

• Untuk keterangan lebih lanjut tentang pengusulan calon peserta dapat diunduh melalui 

situs: www. Pusbindiklatren.bappenas.go.id atau disampaikan melalui email: 

pusbindiklatren@bappenas.go.id.  

 

IX. KURIKULUM 

1. Perencanaan LERD 

a. Definisi dan Dasar-dasar LERD 

b. Syarat dan Proses Perencanaan LERD untuk UKM dan Agribisnis 

c. LERD dalam Konteks Kebijakan Publik 

d. Dampak LERD pada Pertumbuhan Ekonomi, Tenaga Kerja, dan Pendapatan Pemda, 

Institusi dan Regulasi 

e. Peran Stakeholder dalam LERD 

f. Kebijakan dan Regulasi 

g. Perspektif International (perdagangan, kerjasama dan investasi asing langsung) 

2. Analisis Potensi Lokal 

a. Sumberdaya Alam dan Manusia 

b. Sumberdaya Financial 

c. Infrastruktur, Informasi dan Teknologi 

3. Analisis Keterkaitan 

a. Pembentukan Cluster, Skala Ekonomi dan Multiplier Effect 

b. Analisis Pasar, Promosi Bisnis 

4. Perencanaan Participatory dalam LERD 

a. Latihan Perencanaan LERD 

b. Kebijakan Nasional tentang LERD 

c. Kebijakan Daerah tentang LERD 

5. Menyusun pengelompokkan produksi 
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 X. KEHADIRAN PESERTA 

 Tingkat kebadiran peserta dalam diklat LERD ini adalah minimal 90%, apabila kurang dari 90% 

maka peserta dinyatakan tidak lulus. 

 

XI. LAMA PELATIHAN 

a. Lama pelatihan LERD adalah 2 minggu atau 12 hari, dengan hari efektif selama 10 hari kerja. 

b. 1 (satu) sesi = 2 jam pelajaran (jampel), 1 (satu) jampel = 45 menit. 

 

XII. PEMBIAYAAN 

Pelaksanaan pelatihan ini akan dilaksanakan dengan mekanisme pembiayaan cost sharing tipe III, 

dengan rincian sebagai berikut: 

1. Dukungan pembiayaan yang dikeluarkan oleh Pusbindiklatren Bappenas meliputi: Biaya 

pelatihan, materi pelatihan, akomodasi, konsumsi, dan transport lokal (penjemputan dari 

penginapan ke tempat diklat). 

2. Dukungan pembiayaan yang harus disediakan oleh instansi asal peserta meliputi: transport 

(tiket PP) dari/ke kota asal peserta ke/dari lokasi tempat diklat, serta uang saku selama 

pelatihan. 

 

XIII.  METODE EVALUASI 

Evaluasi pelaksanaan pelatihan dilakukan oleh pelaksana diklat dan harus disampaikan kepada 

Pusbindiklatren-Bappenas selambat-lambatnya 1 minggu setelah selasai pelatihan. Evaluasi 

mencakup: evaluasi terhadap kinerja pengajar, evaluasi terhadap kinerja pelaksanan diklat, 

dan evaluasi terhadap kesesuaian dan kualitas materi pelatihan. 
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INFORMASI DIKLAT NON GELAR SUBSTANTIF  

PERENCANAAN KERJASAMA PEMERINTAH SWASTA/ 
PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) 

 
I. PENDAHULUAN 

Masalah pembangunan yang dihadapi bangsa Indonesia adalah pembangunan infrastruktur 

(sarana dan prasarana dasar). Selain terbatasnya ketersediaan dana dari anggaran pemerintah 

(APBN/APBD), pembangunan infrastruktur juga menghadapi masalah-masalah yang terkait 

dengan SDM, teknologi, peraturan perundang-undangan, kelembagaan  serta aspek-aspek teknis 

lainnya. Salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut adalah melalui pengembangan 

kerjasama antara pemerintah dan swasta atau Public Private Partnership (ID PPP). Namun 

demikian mengingat skema program PPP ini adalah baru, maka diperlukan adanya sumber daya 

manusia yang mampu merencanakan program PPP terutama di daerah. 

Dengan latar belakang tersebut diatas, maka perlu dilakukan Pendidikan dan Pelatihan 
Perencanaan Kerjasama Pemerintah Swasta (Diklat KPS). 

 

II. TUJUAN UMUM PELATIHAN 

 Secara umum pendidikan dan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas 

kelembagaan dan sumber daya manusia dalam penyediaan infrastruktur melalui kerjasama 

pemerintah swasta/Public Private Partnership (PPP). 

 
III. TUJUAN KHUSUS PELATIHAN 

 Sedangkan tujuan khusus dari pendidikan dan pelatihan ini dinataranya adalah: 

• Agar peserta mengerti dan memahami kompleksitas rangkaian kegiatan siklus proyek PPP, 

komponen serta pelakunya, peran masing-masing pelaku dan keterkaitannya  

• Agar peserta mengerti dan memahami perbedaan pokok antara pengadaan proyek 

pembangunan infrastruktur melalui cara “konvensional” dengan “PPP” 

• Agar peserta mengerti dan memahami secara lebih spesifik peran pemerintah daerah dalam 

mendorong dan mengembangkan proyek PPP, serta peran PPP simpul di sektor atau daerah. 

 
IV. KELUARAN (OUTPUT) PELATIHAN 

 Keluaran (Output) yang diharapkan dari penyelenggaraan diklat Public Private Partnership ini 

adalah: 

• Peserta pelatihan mampu melakukan identifikasi, screening serta menentukan proyek PPP 

infrastruktur potensial pada sektor atau daerah masing-masing, yang terkait dengan RPJM 

sektor atau daerah masing-masing (satu atau dua proyek) 

• Peserta pelatihan mampu menyusun draft proposal permintaan bantuan teknis yang ditujukan 

kepada pemerintah pusat (PDF) untuk “Penyiapan Proyek PPP” berdasarkan identifikasi proyek 

PPP potensial tersebut. 
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V. METODE PELATIHAN 

Sesuai dengan tujuan yang akan dicapai program diklat ini, maka metode diklat yang akan 

digunakan adalah proses belajar mengajar dengan metode pembelajaran untuk orang dewasa 

yang dapat terdiri dari: penyajian makalah, diskusi kelas, diskusi kelompok,  praktek kerja dan 

presentasi, serta field trip, dengan perbandingan 20% teori dan 80% praktek. 

 

VI. KRITERIA PENENTUAN PESERTA 

• Pendidikan minimal S1 

• Masa Kerja minimal 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal diangkat menjadi Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) 

• Umur maksimal 5 (lima) tahun sebelum memasuki masa pensiun 

• Berkelompok dengan jumlah disesuaikan dengan sektor-sektor yang menjadi prioritas 

pembangunan di daerah (maksimal 5 orang per daerah, termasuk 1 orang dari Bappeda 

sebagai team leader) 

• Mempertimbangkan peserta yang berasal dari daerah yang rawan bencana dan atau tertinggal. 

• Diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau serendah-rendahnya Pejabat Eselon II 

atasan langsungnya; 

• Mengisi Formulir Pendaftaran dan pernyataan kesediaan cost-sharing  terlampir. 

VII. JADWAL PELAKSANAAN 

waktu tentative antara bulan Mei s.d. Oktober 2014 dan kepastian jadwal pelaksanaan dan 

institusi pelaksana diklat akan kami unggah pada laman Pusbindiklatren; 

www.pusbindiklatren.bappenas.go.id.  

 

VIII. PROSES PELAMARAN 

Untuk memfasilitasi proses pelamaran calon peserta, bersama ini hal-hal yang mungkin dapat 

dijadikan acuan: 

• Peserta pelatihan non-gelar substantive adalah kelompok peserta dari satu Pemerintah Daerah 

(Provinsi/Kabupaten/Kota). 

• Peserta berkelompok dengan jumlah disesuaikan dengan sektor-sektor yang menjadi prioritas 

pembangunan di daerah (maksimal 5 orang per daerah). 

• Untuk membentuk kelompok calon peserta, diharapkan BKD/Badiklat/Bappeda (sesuai 

dengan ketentuan masing-masing daerah) melakukan koordinasi dengan SKPD lainnya. 

• BKD/Badiklat/Bappeda menyebarluaskan informasi penawaran diklat dari Pusbindiklatren 

Bappenas, dan meminta usulan calon peserta kepada seluruh SKPD dan Bappeda di daerahnya. 

• BKD/Badiklat/Bappeda mengundang calon peserta yang diusulkan untuk melakukan 

koordinasi, serta menunjuk calon peserta dari Bappeda sebagai ketua kelompok. 
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• BKD/Badiklat/Bappeda mengusulkan kelompok calon peserta untuk mengikuti pelatihan non-

gelarsubstantif kepada Pusbindiklatren Bappenas. 

• Pengiriman nama calon peserta diklat Public Private Partnership (PPP), mohon melampirkan 

formulir pendaftaran yang bertandatangan asli.  

• Surat usulan, formulir dan dokumen pendukung disampaikan langsung/via pos ke 

Kapusbindiklatren Bappenas, dengan alamat Jl. Sunda Kelapa No. 9, Jakarta Pusat (10310). 

• Untuk keterangan lebih lanjut tentang pengusulan calon peserta dapat diunduh melalui situs: 

www. Pusbindiklatren.bappenas.go.id atau disampaikan melalui email: 

pusbindiklatren@bappenas.go.id.  

IX. KURIKULUM  

1.  Kerangka Dasar Diklat Public Private Partnership (PPP). 

a. Kerangka Pelatihan PPP. 

b. Format Pelatihan. 

2. Konsep dan Rasionalitas Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS). 

a. Pengertian Partnership. 

b. Bentuk Partnership. 

c. Konsep KPS/PPP dalam New Public Management. 

d. Konsep KPS/PPP lahir dalam Penyediaan Infrastruktur. 

e. Bentuk KPS/PPP menjadi salah satu Alternatif cara Penyediaan Infrastruktur di Banyak 

Negara. 

3. Struktur Konsesi, Francise/Aftermage dalam KPS/PPP. 

a. Prinsip-prinsip Dasar Konsesi dan Francising dalam KPS (Value for Money). 

b. Sejarah Perkembangan  Lahirnya Konsesi dan Francising dalam KPS. 

c. Bentuk Struktur Konsesi dalam KPS. 

d. Bentuk Struktur Struktur Francasing dalam KPS. 

4. Bentuk Modalitas Proyek KPS. 

a. Pengertian bentuk modalitas (BOT, BOO, BOL, DBFO, dll. Dalam KPS). 

b. Bentuk modalitas yang dipakai oleh beberapa negara di dunia. 

c. Kenapa Indonesia memilih salah satu dari modalitas tersebut dalam proyek KPS. 

5. Pemaketan Proyek KPS. 

a. Karakteristik dan sifat dasar dari BOT, BOO, BOL, DBFO, dll. 

b. Untung - Rugi dari memilih bentuk kerjasama KPS. 

c. Perbedaan proyek KPS dengan proyek konvensional. 

d. Cara pemaketan proyek KPS. 

e. Bentuk paket KPS yang sesuai untuk Indonesia. 

6. Aspek Peraturan dalam KPS. 

a. Perpres 56 tahun 2005, Perpres 13 tahun 2010, perpres 67 tahun 2011 tentang KPS. 

b. Permen PPN No. 4 tahun 2010 tentang Pedoman Dasar KPS. 

c. Permen Sektoral yang berkaitan dengan Kompetensinya. 
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7. Aspek Kelembagaan dalam KPS. 

a. Konsep sistem kelembagaan KPS di beberapa negara. 

b. Sistem kelembagaan yang berkaitan dengan KPS Indonesia. 

c. Beberapa lembaga adhog dalam KPS seperti KPPI, Tim PKPS, Simpul KPS, dll. 

d. Lembaga khusus di daerah yang bertugas menjalankan Tupoksi KPS di daerah. 

 

8. Kebijakan Sektor Dalam KPS/PPP. 

a. Bentuk Kebijakan Infrastruktur di berbagai negara. 

b. Berbagai kebijakan KPS (publis VS private) yang dijalankan di berbagai negara. 

c. Kebijakan  sektor pembangunan dalam kontek KPS. 

9. Kebijakan Penyediaan Infrastruktur di Indonesia (RPJMN/RPJP). 

a. Kedudukan kebijakan infrastruktur dalam rencana pembangunan nasional. 

b. Beberapa isyu persoalan infrastruktur dalam rencana pembangunan nasional. 

c. Berbagai upaya kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam penyediaan infrastruktur di 

Indonesia. 

10. Kebijakan Penyediaan Infrastruktur melalui KPSn di Beberapa Negara. 

a. Peta kebijakan penyediaan infrastruktur di beberapa negara. 

b. Beberapa hal positif dan negatif dari berbagai kebijakan penyediaan infrastruktur di 

beberapa negara. 

c. Beberapa kebijakan yang diperlukan oleh Indonesia untuk penyediaan infrastruktur dari 

beberapa pengalaman di beberapa negara. 

11. Kebijakan Penyediaan Infrastruktur melalui KPS di Indonesia. 

a. Perlunya kebijakan KPS untuk memenuhi kebutuhan kekurangan infrastruktur di 

Indonesia. 

b. Isyu-isyu kebijakan yang berkaitan dengan penyediaan infrastruktur melalui KPS di 

Indonesia. 

c. Kekosongan-kekosongan kebijakan yang perlu di isi dalam proyek KPS di Indonesia. 

12. Tahap Perencanaan KPS 1 (Identifikasi Proyek KPS: Needs Assessment) 

a. Bentuk-bentuk assessment yang diperlukan dalam mengidentifikasi proyek KPS. 

b. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mengidentifikasi proyek KPS. 

c. Output apa yang harus dihasilkan dalam mengidentifikasi proyek KPS. 

d. Dasar hukum dan pedoman (Kepmen PPN 4/2010) yang harus dipakai dalam 

mengidentifikasi proyek KPS. 

13. Tahap Perencanaan KPS 2 (Pemilihan Proyek KPS: Multi Kriteria) 

a. Kriteria-kriteria apa yang patut dipertimbangkan dalam perencanaan KPS. 

b. Teknik-teknik dasar multi kriteria dalam pemilihan proyek KPS. 

c. Langkah-langkah dasar dalam pemilihan proyek KPS. 

d. Pedoman dasar dalam pemilihan proyek KPS. 

14. Tahap Perencanaan 3 (Penetapan Prioritas Proyek KPS). 

a. Prosedur penetapan prioritas proyek KPS. 

b. Adanya TKKSD (Tim Koordinasi Kerjasama Daerah). 

c. Bentuk kerjasama dalam Simpul KPS. 
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15. Tahap Penyiapan KPS 1 (Struktur Pembiayaan Proyek KPS: PDF) 

a. Struktur pembiayaan proyek KPS di Indonesia saat ini. 

b. Bentuk-bentuk alternatip lain pembiayaan proyek KPS di Indonesia. 

c. Project Development Facility. 

16. Tahap Penyiapan KPS 2 (Fungsi dan Peran Project Development Facitliy). 

a. Fungsi dan peran Project Development Facility dalam proyek KPS di Indonesia. 

b. Tugas Project Development Facility dalam proyek KPS. 

c. Target dan output yang diharapkan PDF dalam proyek KPS di Indonesia. 

17. Analisa Kelayakan Proyek KPS. 

a. Perbedaan kelayakan proyek konvensional dan kelayakan proyek KPS. 

b. Kelayakan apa yang diperlukan dalam proyek KPS. 

c. Point-point khusus yang sangat diperlukan dalam proyek KPS di Indonesia. 

d. Persyaratan-persyaratan apa yang diperlukan dalam melakukan analisa kelayakan proyek 

KPS di Indonesia. 

18. Analisa Kelayakan Financial & Investasi Proyek KPS. 

a. Prinsip-prinsip dasar analisa kelayakan finansial dan investasi proyek KPS. 

b. Teknik dasar dari analisa kelayakan finansial dan investasi proyek KPS. 

c. Prinsip-prinsip feasibility, bankable, viability, affordability dalam proek KPS. 

19. Analisa Resiko Proyek KPS. 

a. Prinsip-prinsip dasar analisa resiko dalam proyek KPS. 

b. Jenis-jenis resiko apa yang dihadapi oleh proyek-proyek KPS. 

c. Dasar hukum yang dipakai dalam mengantisipasi resiko dalam proyek KPS. 

d. Lembaga atau badan apa yang berhubungan dengan permasalahan resiko dalam proyek 

KPS. 

e. Cara-cara yang dilakukan untuk mengalokasikan resiko secara baik dan benar dalam 

proyek KPS. 

20. Analisa Dukungan dan Jaminan Pemerintah dalam Proyek KPS. 

a. Prinsip-prinsip dasar dukungan dan jaminan pemerintah dalam proyek KPS. 

b. Jenis-jenis dukungan dan jaminan pemerintah dalam proyek KPS. 

c. Dasar hukum yang dipakai dalam mendapatkan dukungan dan jaminan pemerintah pada 

proyek KPS. 

d. Lembaga atau badan apa (BUPI) yang berkaitan dengan dukungan dan jaminan 

pemerintah dalam proyek KPS 

e. Cara-cara yang dilakukan untuk mendapatkan dukungan dan jaminan pemerintah secara 

baik dan benar pada proyek KPS. 

21. Studi Kasus KPS 1 (Penyediaan KPS melalui Proyek Air Bersih). 

a. Gambaran tentang kasus KPS di bidang air bersih (Identifikasi proyek). 

b. Pengetahuan praktis dari kasus air bersih yang ada (Umbulan, Lampung, Maros, Cimahi 

Selatan). 

c. Pelajaran dari kasus air bersih yang ada. 

22. Studi Kasus KPS 2 (Pelayanan KPS melalui Proyek Air Bersih). 

a. Diskusi dan simulasi terhadap kasus Air Bersih yang ada selama ini. 



6 

 

b. Merumuskan permasalahan-permasalahan yang ada dan harus dihadapi nantinya. 

23. Studi Kasus KPS 3 (Pelayanan KPS melalui Proyek Persampahan). 

a. Gambaran tentang kasus KPS di bidang persampahan (Identifikasi proyek: TPA Cinambo 

dan Legok Nangka di Jawa Barat). 

b. Pengetahuan praktis dari kasus sampah yang ada (PLTSA, Pembangkit Listrik Tenaga 

Sampah Gede bage, Kota Bandung). 

24. Studi Kasus KPS 4 (Pelayanan KPS melalui Proyek Persampahan). 

a. Diskusi dan simulasi terhadap kasus Persampahan yang ada selama ini. 

b. Merumuskan permasalahan-permasalahan yang ada dan harus dihadapi nantinya. 

25. Pembentukan Tim KPS. 

a. Dasar-dasar pertimbangan pembentukan Tim KPS. 

b. Hubungan antara Tim KPS dengan Simpul KPS, PJPK, Institusi lain yang terkait. 

c. Tugas pokok dan fungsi Tim KPS. 

d. Dasar hukum pembentukan Tim KPS. 

e. Pedoman dan tata Kerja Tim KPS. 

26. Studi Kelayakan dan Uji Tuntas Proyek KPS. 

a. Prinsip Dasar Studi Kelayakan dan Uji Tuntas Proyek KPS. 

b. Materi Pokok Studi Kelayakan dan Uji Tuntas Proyek KPS. 

c. Parameter yang digunakan dalam melakukan uji tuntas Proyek KPS. 

27. Persiapan Dokumen Lelang dan Prakualifikasi. 

a. Prosedur persiapan dokumen lelang dan prakualifikasi proyek KPS. 

b. Dasar hukum yang dipakai dalam pengadaan barang dan jasa dalam proyek KPS. 

c. Persyaratan-persyaratan apa yang dibutuhkan dalam persiapan dokumen lelang dan 

prakualifikasi. 

d. Isyu-isyu pokok yang dihadapi dalam persiapan dokumen lelang dan prakualifikasi. 

28. Market Sounding dalam Proyek KPS. 

a. Proses negosiasi dan market sounding dalam proyek KPS. 

b. Pokok-pokok yang harus dinegosiasikan dalam proyek KPS. 

c. Kriteria-kriteria yang dipakai dalam proses negosiasi dan market sounding dalam proyek 

KPS. 

d. Jenis-jenis dan cara-cara negosiasi dan market sounding dalam proyek KPS 

29. Proses Tender dalam Proyek KPS. 

a. Proses tender proyek KPS. 

b. Dasar hukum yang dipakai dalam proses tender pengadaan barang dan jasa dalam proyek 

KPS. 

c. Persyaratan-persyaratan apa yang dibutuhkan dalam proses tender proyek KPS. 

d. Isyu-isyu pokok yang dihadapi dalam proses tender proyek KPS. 

30. Penyiapan Legal Drafting dalam Proyek KPS. 

a. Bentuk-bentuk kesepakatan dalam proyek KPS. 

b. Pasal-pasal penting yang harus tercantum dalam proyek-proyek KPS. 

c. Bentuk-bentuk standard Legal Drafting pada proyek KPS. 

d. Contoh-contoh legal drafting dari proyek KPS. 
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31. Monitoring dan Evaluasi Proyek KPS. 

a. Bentuk dan cara yang dapat dilakukan dalam memonitor dan mengevaluasi proyek KPS. 

b. Permasalahan-permasalahan monitoring dan evaluasi proyek KPS (Kasus dari berbagai 

Negara & Indonesia). 

c. Bentuk hasil monitoring dan evaluasi proyek KPS. 

 

32. Focus Group Discussion. 

a. Derdiskusi dan bersinergi dalam membahas isyu-isyu penting proyek KPS, baik di 

beberapa Negara maupun di Indonesia. 

b. Derdiskusi dan berinteraksi dalam beberapa kelompok membahas masalah-masalah yang 

dihadapi oleh proyek KPS di Indonesia saat ini. 

c. Derdiskusi dan berinteraksi dari keadaan dan pengalaman di daerah masing-masing 

tentang apa-apa saja masalah yang dihadapi selama ini. 

d. Derdiskusi dan berinteraksi tentang cara-cara yang dilakukan untuk mengatasi masalah 

yang dihadapi. 

e. Derdiskusi dan berinteraksi merumuskan solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi 

berbagai masalah yang ada selama ini.  

33. Kuliah Lapangan. 

a. Kunjungan lapangan selama satu hari penuh (5 sesi) untuk melakukan pengamatan 

terhadap kasus studi di lapangan. 

b. Melakukan tanya jawab dengan operator atau berbagai pihak (stakeholder) di lapangan 

terhadap berbagai masalah yang dihadapi selama ini pada proyek KPS 

c. Melakukan liputan gambar, foto, pengamatan dan wawancara dengan berbagai pihak di 

lapangan. 

d. Membuat risalah kuliah lapangan untuk didiskusikan dan dirangkum sebagai tugas kuliah 

lapangan.  

34. Presentasi Kelompok (Legal, Organisasi, Ekonomi/Keuangan, Sosial/Lingkungan, 

Teknis/Engineering). 

a. Mempresentasikan hasil Kuliah Lapangan dalam suatu Forum Seminar Kelompok. 

b. Menjawab berbagai pertanyaan yang dianggap sebagai isyu penting temuan yang 

diperoleh dalam kuliah lapangan. 

c. Membuat minute of meeting hasil presentasi kuliah lapangan. 

d. Membuat suatu resume hasil pengamatan di lapangan. 

35. Workshop &Rumusan Kegiatan Pelatihan KPS. 

a. Membuat suatu rumusan kegiatan pelatihan KPS. 

b. Membuat catatan-catatan penting yang harus dilakukan setelah selesai pelatihan KPS. 

c. Membuat suatu rencana kegiatan dari adanya kegiatan Diklat KPS ini untuk Rencana 

Program Daerahnya masing-masing di masa datang. 

36. Penutupan Diklat KPS. 

a. Evaluasi Diklat KPS. 

b. Penyerahan Sertifikat KPS. 

c. Penutupan Diklat KPS. 
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X. KEHADIRAN PESERTA 

 Tingkat kebadiran peserta dalam diklat Public Private Partnership (PPP) ini adalah minimal 90%, 

apabila kurang dari 90% maka peserta dinyatakan tidak lulus. 

 
 
XI. LAMA PELATIHAN 

a. Lama pelatihan Public Private Partnership (PPP) adalah 2 minggu atau 12 hari, dengan hari 

efektif selama 10 hari kerja. 

b. 1 (satu) sesi = 2 jam pelajaran (jampel), 1 (satu) jampel = 45 menit. 

 
XII. PEMBIAYAAN 

Pelaksanaan pelatihan ini akan dilaksanakan dengan mekanisme pembiayaan cost sharing tipe III, 

dengan rincian sebagai berikut: 

1. Dukungan pembiayaan yang dikeluarkan oleh Pusbindiklatren Bappenas meliputi: Biaya 

pelatihan, materi pelatihan, akomodasi, konsumsi, dan transport local (penjemputan dari 

penginapan ke tempat diklat). 

2. Dukungan pembiayaan yang harus disediakan oleh instansi asal peserta meliputi: transport 

(tiket PP) dari/ke kota asal peserta ke/dari lokasi tempat diklat, serta uang saku selama 

pelatihan. 

 

XIII.  METODE EVALUASI 

Evaluasi pelaksanaan pelatihan dilakukan oleh pelaksana diklat dan harus disampaikan 

kepada Pusbindiklatren-Bappenas selambat-lambatnya 1 minggu setelah selasai pelatihan. 

Evaluasi mencakup: evaluasi terhadap kinerja pengajar, evaluasi terhadap kinerja pelaksanan 

diklat, dan evaluasi terhadap kesesuaian dan kualitas materi pelatihan. 
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INFORMASI DIKLAT NON GELAR SUBSTANTIF  

DIKLAT 

PENYELENGGARAAN DIKLAT NON-GELAR 

PROJECT ASSESSMENT 
I. PENDAHULUAN 

Sejak tahun 2011 Bappenas bekerja sama dengan Asian Development Bank (ADB) merancang 

kegiatan Technical Assistance ( TA ) dalam penyelenggaraan pelatihan kelayakan proyek,  

pelatihan ini sebagai  upaya peningkatan kapasitas penyelenggaraan proyek pembangunan 

khususnya, proyek dengan dukungan pembiayaan mitra pembangunan luar negeri.  

Upaya peningkatan kapasitas dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan pelatihan berkelanjutan, 

dengan metode: 

(i) Program pendampingan oleh tim konsultan, kepada beberapa staf potensial di lingkungan 

Bappenas. Pendampingan dilakukan untuk mendorong pemahaman anggota tim terhadap 

pengelolaan perencanaan pembangunan berorientasi hasil dengan melaksanakan proses 

seleksi, menentukan kriteria evaluasi, dan menggunakan proses pemantauan untuk 

meningkatkan kualitas proses penilaian proyek, dan memanfaatkan informasi yang diperoleh 

dari dokumen laporan akhir proyek; 

(ii) Kegiatan proyek workshop berkelanjutan, sebagai upaya meningkatan pemahaman peserta 

terhadap pendekatan dengan konsep pengelolaan proyek berorientasi hasil dalam 

melaksanakan  proses evaluasi dokumen. Kegiatan workshop tersebut telah dilakukan dengan 

melibatkan beberapa staf terpilih di lingkungan Bappenas, dan beberapa aparat perencanaan 

di lingkungan kementerian/lembaga. 

Sehubungan dengan hel tersebut di atas, Pusbindiklatren yang mempunyai tugas meningkatkan 

kapasitas perencana di Indonesia memberikan pelatihan kelayakan proyek yang dimaksudkan 

untuk meningkatkan kemampuan perencana di pusat dan daerah dalam  menyusun sebuah 

perencanaan pembangunan, dengan meningkatkan pemahaman tentang metode penilaian 

terhadap dokumen perencanaan dan atau dokumen pelaksanaan proyek,  tidak hanya bagi 

pengelolaan proyek yang diselenggarakan dari pembiayaan luar negeri, tetapi juga bagi proyek 

yang diselenggarakan melaui pembiayaan APBN sehingga dapat mendorong  upaya peningkatan 

kualitas proyek. 

  

II. TUJUAN UMUM PELATIHAN  

Penyelenggaraan kegiatan Diklat Project Assessment bertujuan untuk meningkatkan kualitas 

dokumen usulan proyek yang disampaikan ke pemerintah atau negara donor .  
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III. TUJUAN KHUSUS PELATIHAN 

Diklat Project Assessment diharapkan peserta dapat menerapkan konsep pengelolaan proyek yang 

berorientasi pada hasil pada daerah masing-masing, sehingga nantinya dapat berperan aktif dan 

memberikan kontribusi atau hasil yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat daerah tersebut.  

Diklat ini akan memberi penekanan pada aplikasi praktis terhadap teori desain dan penilaian 

proyek.  

Materi diklat akan dipresentasikan dalam Bahasa Indonesia, sementara bahan pelatihan dan 

materi studi kasus akan menggunakan Bahasa Inggris sesuai dokumen aslinya. 

 

IV. KELUATAN (OUTPUT) PELATIHAN  

Keluaran (output) yang diharapkan dari penyelenggaraan diklat ini adalah: 

a. Peserta pelatihan mampu mengevaluasi dokumen proposal dengan berorientasi kepada kriteria 

relevansi, efektif, efisien, kesinambungan dan dampak, pada masing-masing tahapan 

perumusan dan penilaian dokumen usulan proyek pembangunan; 

b. Peserta pelatihan mampu menyusun dokumen proposal dengan berorientasi pada kriteria 

relevansi, efektif, efisien, kesinambungan dan dampak, pada masing-masing tahapan 

perumusan dan penilaian dokumen usulan proyek pembangunan; 

 

V. METODE PELATIHAN 

Sesuai dengan tujuan yang akan dicapai program diklat ini, maka metode diklat yang akan 

digunakan adalah proses belajar mengajar dengan metode pembelajaran untuk orang dewasa 

dengan perbandingan 80% teori dan 20% praktek yang terdiri dari:  

1. Penyajian makalah; 

2. Diskusi kelas; 

3. Diskusi kelompok;   

4. Praktek kerja dan presentasi;  

 

VI. KRITERIA PENENTUAN PESERTA  

Program diklat ini akan melibatkan sekitar 20 orang peserta yang berasal dari Instansi Perencana 

Pusat dan daerah, di khususkan untuk daerah yang menangani Master Plan Percepatan dan 

Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI) diantaranya Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Maluku, 

Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Papua, Jawa Barat dan Banten, Adapun beberapa kriteria 

yang telah ditetapkan oleh Pusbindiklatren Bappenas dalam penentuan yang dapat menjadi peserta 

dalam diklat ini adalah: 

1) Pendidikan minimal S1; 

2) Masa Kerja minimal 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal diangkat menjadi Pegawai Negeri 

Sipil (PNS); 

3) Umur maksimal 5 (lima) tahun sebelum memasuki masa pension; 
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4) Perencana atau pegawai negeri sipil (PNS) yang menangani perencanaan  dari 

Provinsi/Kabupaten/Kota (Bappeda, Dinas dan DPRD); 

5) Menguasai bahasa Inggris, karena beberapa dokumen modul dan studi kasus ditulis dalam 

bahasa Inggris 

6) Diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau serendah-rendahnya Pejabat Eselon II 

atasan langsungnya; 

7) Mengisi Formulir Pendaftaran dan pernyataan kesediaan cost-sharing  terlampir. 

 

VII.  JADWAL PELATIHAN 

Waktu tentative antara bulan Juni s.d. Oktober 2014 dan kepastian jadwal pelaksanaan dan 

institusi pelaksana diklat akan kami unggah pada laman Pusbindiklatren; 

www.pusbindiklatren.bappenas.go.id.  

 

VIII.  PROSES PELAMARAN 

Untuk memfasilitasi proses pelamaran calon peserta, bersama ini hal-hal yang mungkin dapat 

dijadikan acuan: 

• BKD/Badiklat/Bappeda menyebarluaskan informasi penawaran diklat dari Pusbindiklatren 

Bappenas, dan meminta usulan calon peserta kepada seluruh SKPD dan Bappeda di 

daerahnya. 

• Pengiriman nama calon peserta diklat Kelayakan Proyek, mohon melampirkan formulir 

pendaftaran yang bertandatangan asli.  

• Surat usulan, formulir dan dokumen pendukung disampaikan langsung/via pos ke 

Kapusbindiklatren Bappenas, dengan alamat Jl. Sunda Kelapa No. 9, Jakarta Pusat (10310). 

• Untuk keterangan lebih lanjut tentang pengusulan calon peserta dapat diunduh melalui 

situs: www. Pusbindiklatren.bappenas.go.id atau disampaikan melalui email: 

pusbindiklatren@bappenas.go.id.  

 

IX.  KURIKULUM 

 Pre-training Assessment  

Results-oriented Approach  

o Historical & Background 

o Alternatives approaches and arguments for use of the Results-oriented Approach 

o Current applications (emphasis on how it is applied by multilateral donors) 

o Introduction to the Project Cycle with emphasis on theoretical role of monitoring 

/feedback 

o Introduction to the project design process, covering both ODA projects and APBN projects 
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o Introduction to the project assessment process, including a review of Permen 4/2011 and 

experience  with implementing the associated Readiness Criteria  

 

Project Design and Assessment Criteria  

o Introduction to the OECD DAC project evaluation criteria: history and review of 

applications of the criteria. 

o Introduction to the use of the Relevance criteria 

o Introduction to the use of the Effectiveness criteria 

o Introduction to the use of the Efficiency criteria 

o Introduction to the use of the Sustainability and Impact criteria 

 

Project Design and Assessment Tools  

o Introduction to the use of Stakeholder Analysis 

o Introduction to the use of Problem Trees, Alternatives Analysis and Objectives Trees 

o Introduction to the use of Project Logical Frameworks 

o Introduction to the use of Project Performance Indicators and associated Targets 

o Introduction to Project Risk Assessment and Management 

 

Project Logical Framework Preparation  

o Introduction to preparation techniques 

o Staged build-up of model Logical Framework (using project examples) 

o Performance Indicator and associated Target selection and use (using project examples) 

o Project Assumptions and Risks formulation and assessment (using project examples) 

 

Recapitulation  

o Results-oriented approach & Project Cycle  

o Project Design and Assessment Criteria 

o Project Design and assessment Tools 

 

Project Completion Report Analysis  

o Review of selected Project Completion Reports – emphasising project Relevance 

o Review of selected Project Completion Reports – emphasising project Effectiveness 

o Review of selected Project Completion Reports – emphasising project Efficiency 

o Review of selected Project Completion Reports – emphasising project Sustainability and 

Impact 

o Review of use of Project Completion Reports  

 

Project Assessment   
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o Use of project Case Study to assess adequacy of Stakeholder Analysis and implications for 

Project Assessment Criteria 

o Use of project Case Study to assess adequacy of problem analysis and objectives (i.e. 

Problem Tree, Alternatives Analysis and Objectives Tree) and implications for Project 

Assessment Criteria 

o Use of project Case Study to assess links between the problem analysis and objectives 

setting into the Project Logical Framework and implications for Project Assessment Criteria 

o Use of project Case Study to assess the adequacy of the Project Monitoring Framework and 

implications for Project Assessment Criteria 

 

Exercises 

o Formulation of a Project Design (based on Case Study material)   

o Assessment of a Project Proposal (based on real-time project proposal)  

 

Exercises 

o Formulation of a Monitoring Framework (based on Case Study material)    

o Preparation of a Project Completion Report (based on Case Study material) 

 

Recapitulation  

o Project Logical Framework Design and Assessment 

o Project Completion Report Analysis  

o Project Design & Project Assessment  

o Project Monitoring   

 

Post-training Assessment 

 

X. KEHADIRAN PESERTA 

  Tingkat kehadiran peserta dalam diklat Perencanaan Pembangunan Daerah ini adalah 

minimal 90%, apabila kurang dari 90% maka peserta dinyatakan tidak lulus. 

 

XI.  LAMA PELATIHAN 

a.  Lama diklat adalah 2 minggu, dengan hari efektif selama 10 hari kerja; 

b. 1 (satu) sesi = 2 jam pelajaran (jampel), 1 (satu) jampel = 45 menit. 

 

 

XII.  PEMBIAYAAN 

 Pelaksanaan pelatihan ini akan dilaksanakan dengan mekanisme pembiayaan cost sharing tipe 

III, dengan rincian sebagai berikut: 
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1. Dukungan pembiayaan yang dikeluarkan oleh Pusbindiklatren Bappenas meliputi: Biaya 

pelatihan, materi pelatihan, akomodasi, konsumsi, dan transport local (penjemputan dari 

penginapan ke tempat diklat). 

2. Dukungan pembiayaan yang harus disediakan oleh instansi asal peserta meliputi: transport 

(tiket PP) dari/ke kota asal peserta ke/dari lokasi tempat diklat, serta uang saku selama 

pelatihan. 

 

XIII.  METODE EVALUASI 

Evaluasi pelaksanaan pelatihan dilakukan oleh pelaksana diklat dan harus disampaikan 

kepada Pusbindiklatren-Bappenas selambat-lambatnya 1 minggu setelah selesai 

pelatihan. Evaluasi mencakup: evaluasi terhadap kinerja pengajar, evaluasi terhadap 

kinerja pelaksanan diklat, dan evaluasi terhadap kesesuaian dan kualitas materi 

pelatihan. 
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INFORMASI DIKLAT NON GELAR SUBSTANTIF  

DIKLAT 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (PPD) 

 
I. PENDAHULUAN 

Pada dasarnya, terdapat tiga aspek penting di dalam manajemen pembangunan nasional, 

yaitu sisi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Ketiga aspek ini saling mendukung satu 

sama lainnya. Pada sisi perencanaan, perkuatan perlu dilakukan dari sisi proses 

penyusunan perencanaan, kapasitas kelembagaan, serta ketersediaan dan kapasitas data 

dan statistik. Dari sisi proses perencanaan, untuk mewujudkan rencana pembangunan 

nasional yang baik, maka perlu adanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, 

antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah, serta antara perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan, dan pengawasan. 

Untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut diatas, maka perlu upaya untuk 

peningkatan kapasitas SDM, khususnya SDM perencana di tingkat pusat dan di tingkat 

daerah. Salah satu strateginya adalah dengan melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan 

(Diklat) Penyusunan Dokumen Perencanaan. 

 

II. TUJUAN UMUM PELATIHAN 

 Pendidikan dan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan 

kemampuan serta ketrampilan staf perencana dalam menyusun dokumen perencanaan 

sesuai dengan potensi daerah masing-masing. 

 
III. TUJUAN KHUSUS PELATIHAN 

 Sedangkan tujuan khusus dari pendidikan dan pelatihan ini diantaranya adalah: 

• Meningkatkan pengertian dan pemahaman peserta tentang sistem perencanaan 

pembangunan nasional dan daerah. 

• Meningkatkan pengertian dan pemahaman peserta tentang proses penyusunan 

dokumen perencanaan. 

• Agar peserta mampu menyusun dokumen perencanaan. 

• Agar peserta mampu mengevaluasi dokumen perencanaan. 

• Agar dapat mensinergikan/mengintegrasikan/mensinkronisasikan perencanaan 

daerah dengan perencanaan pusat (RPJMD dengan RPJMN). 
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IV. KELUARAN (OUTPUT) PELATIHAN 

 Keluaran (Output) yang diharapkan dari penyelenggaraan diklat PPD adalah peserta 

terlatih dan mampu menyusun kerangka rancangan dokumen perencanaan (RPJMD dan 

Renstra SKPD). 

 

V. METODE PELATIHAN 

 Sesuai dengan tujuan yang akan dicapai program diklat ini, maka metode diklat yang 

akan digunakan adalah proses belajar mengajar dengan metode pembelajaran untuk 

orang dewasa yang dapat terdiri dari: penyajian makalah, diskusi kelas, diskusi kelompok,  

praktek kerja dan presentasi, serta field trip, dengan perbandingan 20% teori dan 80% 

praktek. 

 

VI. KRITERIA PENENTUAN PESERTA 

• Pendidikan minimal S1; 

• Masa Kerja minimal 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal diangkat menjadi Pegawai Negeri 

Sipil (PNS); 

• Umur maksimal 5 (lima) tahun sebelum memasuki masa pension; 

• Perencana atau pegawai negeri sipil (PNS) yang menangani perencanaan  dari 

Provinsi/Kabupaten/Kota (Bappeda, Dinas dan DPRD); 

• Diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau serendah-rendahnya Pejabat Eselon II 

atasan langsungnya; 

• Mengisi Formulir Pendaftaran dan pernyataan kesediaan cost-sharing  terlampir. 

 

VII.  JADWAL PELAKSANAAN 

 Waktu tentative antara bulan Mei s.d Nopember 2014 dan kepastian jadwal pelaksanaan dan 

institusi pelaksana diklat akan kami unggah pada laman Pusbindiklatren; 

www.pusbindiklatren.bappenas.go.id.  

 

VIII.  PROSES PELAMARAN 

Untuk memfasilitasi proses pelamaran calon peserta, bersama ini hal-hal yang mungkin dapat 

dijadikan acuan: 

• Peserta pelatihan non-gelar substantive adalah kelompok peserta dari satu Pemerintah 

Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). 

• Peserta berkelompok dengan jumlah disesuaikan dengan sektor-sektor yang menjadi 

prioritas pembangunan di daerah (maksimal 5 orang per daerah). 
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• Untuk membentuk kelompok calon peserta, diharapkan BKD/Badiklat/Bappeda (sesuai 

dengan ketentuan masing-masing daerah) melakukan koordinasi dengan SKPD lainnya. 

• BKD/Badiklat/Bappeda menyebarluaskan informasi penawaran diklat dari Pusbindiklatren 

Bappenas, dan meminta usulan calon peserta kepada seluruh SKPD dan Bappeda di 

daerahnya. 

• BKD/Badiklat/Bappeda mengundang calon peserta yang diusulkan untuk melakukan 

koordinasi, serta menunjuk calon peserta dari Bappeda sebagai ketua kelompok. 

• BKD/Badiklat/Bappeda mengusulkan kelompok calon peserta untuk mengikuti pelatihan 

non-gelarsubstantif kepada Pusbindiklatren Bappenas. 

• Pengiriman nama calon peserta diklat PPD, mohon melampirkan formulir pendaftaran yang 

bertandatangan asli.  

• Surat usulan, formulir dan dokumen pendukung disampaikan langsung/via pos ke 

Kapusbindiklatren Bappenas, dengan alamat Jl. Sunda Kelapa No. 9, Jakarta Pusat (10310). 

• Untuk keterangan lebih lanjut tentang pengusulan calon peserta dapat diunduh melalui 

situs: www. Pusbindiklatren.bappenas.go.id atau disampaikan melalui email: 

pusbindiklatren@bappenas.go.id.  

 
IX. KURIKULUM 

1. Konsep Dasar Perencanaan Pembangunan Daerah 

a. Konsep Dasar Perencanaan Pembangunan Daerah 

b. Perencanaan Proyek 

c. Kebijakan Program, Pembiayaan dan Penganggaran 

d. Permasalahan dalam Perencanaan, Implementasi, Kegagalan Rencana dan 

Government Failure 

2. Analisis Potensi dan Kebutuhan Daerah 

a. Analisis PDRB 

b. Sumber Daya Daerah 

c. Pertumbuhan dan Struktur Ekonomi Daerah 

d. Hubungan antar Daerah 

e. Globalisasi dan Dampaknya terhadap Pembangunan Daerah 

f. Tata Ruang Wilayah dan Kota 

g. Local Economic Development 

h. Analisis Potensi dan Kebutuhan Daerah 

3. Beberapa Indikator dan Teknik Perencanaan Makro Daerah 
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a. Landasan Kuantitatif dalam Perencanaan 

b. Analitical Hierarchy Process 

c. Elastisitas dan Kegunaannya dalam Perencanaan 

d. Indikator Pembangunan Daerah 

e. Participatory Rural Appraisal 

f. Pengantar Model Makro Ekonomi Daerah dan Proyeksi Ekonomi Daerah 

4. Perencanaan Sektoral dan Regional 

a. Perencanaan Sektoral 

b. Perencanaan Regional 

5. Studi Lapangan dan Latihan 

 

X. KEHADIRAN PESERTA 

 Tingkat kehadiran peserta dalam diklat Perencanaan Pembangunan Daerah ini adalah 

minimal 90%, apabila kurang dari 90% maka peserta dinyatakan tidak lulus. 

 

XI. LAMA PELATIHAN 

a. Lama pelatihan Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) adalah 4 minggu atau 30 

hari, dengan hari efektif selama 22 hari kerja. 

b. 1 (satu) sesi = 2 jam pelajaran (jampel), 1 (satu) jampel = 45 menit. 

 
XII.  PEMBIAYAAN 

 Pelaksanaan pelatihan ini akan dilaksanakan dengan mekanisme pembiayaan cost sharing tipe 

III, dengan rincian sebagai berikut: 

1. Dukungan pembiayaan yang dikeluarkan oleh Pusbindiklatren Bappenas meliputi: Biaya 

pelatihan, materi pelatihan, akomodasi, konsumsi, dan transport local (penjemputan dari 

penginapan ke tempat diklat). 

2. Dukungan pembiayaan yang harus disediakan oleh instansi asal peserta meliputi: transport 

(tiket PP) dari/ke kota asal peserta ke/dari lokasi tempat diklat, serta uang saku selama 

pelatihan. 

 
XIII.  METODE EVALUASI 

Evaluasi pelaksanaan pelatihan dilakukan oleh pelaksana diklat dan harus disampaikan 

kepada Pusbindiklatren-Bappenas selambat-lambatnya 1 minggu setelah selesai 

pelatihan. Evaluasi mencakup: evaluasi terhadap kinerja pengajar, evaluasi terhadap 

kinerja pelaksanan diklat, dan evaluasi terhadap kesesuaian dan kualitas materi 

pelatihan. 
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INFORMASI DIKLAT NON GELAR SUBSTANTIF  

DIKLAT 

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG BERPIHAK  

PADA MASYARAKAT MISKIN 

(PRO-POOR PLANING AND BUDGETING) 
 
I. PENDAHULUAN 

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi bangsa Indonesia adalah masih besarnya jumlah 

penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 

2007, tingkat kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi, yaitu sebesar 16,58 persen. Sejalan 

dengan strategi kebijakan pro-poor, berbagai kebijakan dan program telah dilakukan untuk 

menurunkan angka kemiskinan tersebut. Anggaran pemerintah juga terus ditingkatkan untuk 

mengatasi kemiskinan. Namun demikian, dalam era desentralisasi ini, efektivitas langkah 

penurunan kemiskinan ini sangat tergantung juga pada pelaksanaannya di daerah. Bagaimana 

penterjemahan kebijakan nasional tersebut di daerah, bagaimana anggaran pembangunan tersebut 

digunakan di daerah, dan apakah hal-hal tersebut tercermin pada dokumen rencana 

pembangunan dan teraktualisasikan pada penggunaan anggaran pembangunan, masih perlu kita 

cermati bersama. 

Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka diperlukan kerjasama dengan pemerintah 

kabupaten/kota dan DPRD untuk meningkatkan pemahaman bersama terhadap rencana yang 

bersifat pro-poor dan bagaimana menuangkannya ke dalam rencana kerja pemerintah di daerah, 

serta menggunakannya untuk mengarahkan penggunaan anggaran pembangunan yang lebih 

berpihak dan memberi perhatian lebih pada masyarakat miskin. 

Dengan latar belakang tersebut diatas, maka perlu dilakukan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) 

Perencanaan dan Penganggaran yang Berpihak pada Masyarakat Miskin 

(Diklat P2BMM) 

II. TUJUAN UMUM PELATIHAN 

Meningkatkan kompetensi aparatur perencana daerah dalam bidang penyusunan perencanaan 

dan penganggaran yang lebih berpihak pada rakyat miskin. 

  

III. TUJUAN KHUSUS PELATIHAN 

 Sedangkan tujuan khusus dari pendidikan dan pelatihan ini dinataranya adalah: 

• Agar peseeta mengerti dan memahami konsep dasar, metodologi, dan kebijakan terkait 

perencanaan dan penganggaran yang berbasis pada rakyat miskin. 

• Agar peserta mampu memanfaatkan instrumen-instrumen Pro-Poor Planing and Budgeting 

(P3B) untuk memperbaiki proses perencanaan dan penganggaran kabupaten/kota/propinsi 

sehingga dapat lebih menjawab permasalahan kemiskinan.  
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• Agar peserta dapat menyusun rencana tindak untuk penerapan instrumen P3B dalam proses 

penyusunan perencanaan dan penganggaran di daerah masing-masing.  

  

IV. KELUARAN (OUTPUT) PELATIHAN 

 Keluaran (Output) yang diharapkan dari penyelenggaraan diklat Perencanaan dan Penganggaran 

yang Berpihak pada Masyarakat Miskin (Propoor Planing and Budgeting) ini adalah peserta 

terlatih dan mampu menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada kemiskinan. 

 

V. METODE PELATIHAN 

 Sesuai dengan tujuan yang akan dicapai program diklat ini, maka metode diklat yang akan 

digunakan adalah proses belajar mengajar dengan metode pembelajaran untuk orang dewasa 

yang dapat terdiri dari: penyajian makalah, diskusi kelas, diskusi kelompok,  praktek kerja dan 

presentasi, dengan perbandingan 20% teori dan 80% praktek. 

 

VI. KRITERIA PENENTUAN PESERTA 

• Pendidikan minimal S1 

• Masa Kerja minimal 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal diangkat menjadi Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) 

• Umur maksimal 5 (lima) tahun sebelum memasuki masa pensiun 

• Berkelompok dengan jumlah disesuaikan dengan sektor-sektor yang menjadi prioritas 

pembangunan di daerah (maksimal 5 orang per daerah, termasuk 1 orang dari Bappeda 

sebagai team leader) 

• Mempertimbangkan peserta yang berasal dari daerah yang rawan bencana dan atau tertinggal. 

• Diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau serendah-rendahnya Pejabat Eselon II 

atasan langsungnya; 

• Mengisi Formulir Pendaftaran dan pernyataan kesediaan cost-sharing  terlampir. 

VII. JADWAL PELATIHAN 

waktu tentative antara bulan Mei s.d. September 2014 dan kepastian jadwal pelaksanaan dan 

institusi pelaksana diklat akan kami unggah pada laman Pusbindiklatren; 

www.pusbindiklatren.bappenas.go.id.  

 

VII. PROSES PELAMARAN 

Untuk memfasilitasi proses pelamaran calon peserta, bersama ini hal-hal yang mungkin dapat 

dijadikan acuan: 

• Peserta pelatihan non-gelar substantive adalah kelompok peserta dari satu Pemerintah Daerah 

(Provinsi/Kabupaten/Kota). 

• Peserta berkelompok dengan jumlah disesuaikan dengan sektor-sektor yang menjadi prioritas 

pembangunan di daerah (maksimal 5 orang per daerah). 
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• Untuk membentuk kelompok calon peserta, diharapkan BKD/Badiklat/Bappeda (sesuai dengan 

ketentuan masing-masing daerah) melakukan koordinasi dengan SKPD lainnya. 

• BKD/Badiklat/Bappeda menyebarluaskan informasi penawaran diklat dari Pusbindiklatren 

Bappenas, dan meminta usulan calon peserta kepada seluruh SKPD dan Bappeda di daerahnya. 

• BKD/Badiklat/Bappeda mengundang calon peserta yang diusulkan untuk melakukan 

koordinasi, serta menunjuk calon peserta dari Bappeda sebagai ketua kelompok. 

• BKD/Badiklat/Bappeda mengusulkan kelompok calon peserta untuk mengikuti pelatihan non-

gelarsubstantif kepada Pusbindiklatren Bappenas. 

• Pengiriman nama calon peserta diklat Pro Poor Planning and Budgeting (P3B), mohon 

melampirkan formulir pendaftaran yang bertandatangan asli.  

• Surat usulan, formulir dan dokumen pendukung disampaikan langsung/via pos ke 

Kapusbindiklatren Bappenas, dengan alamat Jl. Sunda Kelapa No. 9, Jakarta Pusat (10310). 

• Untuk keterangan lebih lanjut tentang pengusulan calon peserta dapat diunduh melalui situs: 

www. Pusbindiklatren.bappenas.go.id atau disampaikan melalui email: 

pusbindiklatren@bappenas.go.id.  

 

VIII.  PELAKSANAAN PELATIHAN 

  Pelaksana diklat Perencanaan dan Penganggaran yang Berpihak Pada Masyarakat Miskin 

(ProPoor Planing and Budgeting) adalah Perguruan Tinggi Negeri/Lembaga Pendidikan di 

bawah Perguruan Tinggi Negeri yang memiliki Kerjasama dengan Pusat Pembinaan, 

Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) yang memiliki kompetensi sesuai topik 

pelatihan dan telah memperoleh Akreditasi sebagai pelaksana diklat yang diselenggarakan oleh 

Pusbindiklatren.  

 

IX.  KRITERIA PENGAJAR 

• Calon Pengajar harus memiliki kompetensi sesuai dengan bidang materi yang akan 

diajarkan. 

• Mengikuti Satuan Acara Pembelajaran yang sudah ditetapkan. 

• Minimal memiliki latar belakang pendidikan jenjang Master (S2). 

• Memiliki pengalaman mengajar minimal 2 tahun. 

• Pengajar pernah mengikuti Trainig of Trainer (TOT) diklat P3B. 

• Pengajar dari Bappenas akan diprioritaskan bagi pejabat Eselon I, II dan III serta Pejabat 

Fungsional Perencana (PFP) yang kompeten dibidang yang akan diajarkan.  

• Pengajar dari universitas ditentukan oleh pihak pelaksana diklat dengan mengacu pada 

kompetensi calon pengajar terhadap materi yang akan diajarkan. 
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X. KURIKULUM 

 SESI I: 

1. Pre-test 

2. Materi Pemahaman mengenai Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan PNPM 

Mandiri 

3. Materi Pengantar Pro-Poor Planning, Budgeting dan Monitoring (P3BM) 

4. Pengantar MDGs Score Card 

5. Praktek dan Pekerjaan Rumah MDGs Score Card 

6. Praktek dan Pekerjaan Umum MDGs Score Card termasuk pengenalan serta MDGs Score 

Card Otomatis 

7. Pengantar tentang Ketersediaan dan Kualitas Indikator MDG di daerah 

8. Mengenal Indikator MDG dan Sumbernya, Goal 1-4 

9. Mengenal Indikator MDG dan Sumbernya, Goal 5-7 

10. Memperkenalkan System Database MDGs 

11. Pengisian dan Pengelolaan Data MDS Kabupaten untuk Sistem Database MDG 

12. Praktek Sistem Database MDG & FAQ 

13. Lanjutan Praktek Sistem Database MDG, Latihan Pengelolaan Data, Export Data, Report 

14. Diskusi tentang Praktek Memasukkan Indikator MDG Kabupaten ke System Database MDG, 

FAQ dan mengenalkan Provinsi-Info 

15. Memperkenalkan Sistem Database Program Pembangunan, Mengisi Data, Mengelola Data 

dan Membuat Report 

16. Praktek Sistem Database Program Pembangunan  

17. Lanjutan Praktek Sistem Database Program Pembangunan dan Latihan dengan Data RKA 

18. Lanjutan Praktek Sistem Database Program Pembangunan Database Laporan dan Layer 

19. Diskusi Penggunaan Sistem Database Program Pembangunan dan FAQ 

20. Strategi Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data di Daerah (1) 

21. Strategi Peningkatan Ketersediaan, Kualitas dan Mekanisme Transfer Data di daerah (2) 

22.  Penggunaan Data untuk Alat Analisis Tepat Guna P3B & Interpretasi 

23. Diskusi Penggunaan Data untuk Alat Analisis Tepat Guna P3B & Interpretasi 

 

 SESI II: 

1. Pengantar tentang GIS 

2. Pengantar tentang GIS Software dan Menyajikan Data Spatial 

3. Pemetaaan Tematik (Thematic Mapping) 

4. Lanjutan Pemetaan Tematik: Praktek dengan Data Dummy 

5. Lanjutan Pemetaan Tematik: Praktek dengan Data Daerah 

6. Pengantar tentang Pemetaan Kemiskinan/Poverty Mapping 

7. Lanjutan Pemetaan Kemiskinan: Praktek dengan Data Dummy 

8. Lanjutan Pemetaan Kemiskinan: Praktek dengan Data Daerah 

9. Merancang Peta Dasar dan Database untuk Pemetaan Kemiskinan dengan Data Terkini 
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10. Pengantar Analisis Penganggaran/Budgeting Analysis 

11. Pengantar Standard Tool Excel: Pivot Table 

12. Analisa Anggaran menggunakan Pivot Table 

13. Praktek Analisis Penganggaran/Budgeting Analysis 

14. Konsistensi dan Relevansi Perencanaan dan Dokumen Penganggarannya berkaitan dengan 

Pencapaian MDGs, dan Perencanaan Jangka Menengah 

15. Keterkaitan Poverty Mapping dan Budgeting Analysis 

16.Pengantar Chart-Priority 

17. Praktek Analisa Menggunakan Chart Priority 

18. Proses Pembelajaran Dewasa: Menjadi Pelatih/Fasilitator P3BM 

19. Fasilitasi Dasar dan Ice Breaking 

20. Praktek Teknik menjadi Pelatih/Fasilitator 

21. Praktek dan Presentasi oleh 5 Perwakilan Provinsi 

22. Rencana Tindak Lanjut 

23. Post-Test 

24. Penutupan 

 

Daftar Culster Pelaksanaan Kegiatan P3BM: 

1. Cluster 1 :  Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur 

2. Cluster 2 :  Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua, Gorontalo 

3. Cluster 3 :  Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara,  

         Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan 

4. Cluster 4 :  Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, 

          Sumatera Barat 

5. Cluster 5 :  NTB, Bali, DKI Jakarta, NTT 

6. Cluster 6 :  Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, 

          Kalimantan Timur 

7. Cluster 7 :  Jambi, Riau, Sumatera Utara, Aceh, Bangka-Belitung 

 

XI. KEHADIRAN PESERTA 

 Tingkat kebadiran peserta dalam diklat Pro-Poor Planing and Budgeting ini adalah minimal 90%, 

apabila kurang dari 90% maka peserta dinyatakan tidak lulus. 

 

XII. LAMA PELATIHAN 

a. Lama pelatihan Perencanaan dan Penganggaran yang Berpihak Pada Masyarakat Miskin 

(ProPoor Planing and Budgeting) adalah 2 minggu atau 10 hari, dengan hari efektif selama 5 

hari kerja. 

b. 1 (satu) sesi = 2 jam pelajaran (jampel), 1 (satu) jampel = 45 menit. 

 

XIII.  PEMBIAYAAN 
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Pelaksanaan pelatihan ini akan dilaksanakan dengan mekanisme pembiayaan cost sharing tipe 

III, dengan rincian sebagai berikut: 

1. Dukungan pembiayaan yang dikeluarkan oleh Pusbindiklatren Bappenas meliputi: Biaya 

pelatihan, materi pelatihan, akomodasi, konsumsi, dan transport local (penjemputan dari 

penginapan ke tempat diklat). 

2. Dukungan pembiayaan yang harus disediakan oleh instansi asal peserta meliputi: transport 

(tiket PP) dari/ke kota asal peserta ke/dari lokasi tempat diklat, serta uang saku selama 

pelatihan. 

 

XIV.  METODE EVALUASI 

Evaluasi pelaksanaan pelatihan dilakukan oleh pelaksana diklat dan harus disampaikan kepada 

Pusbindiklatren-Bappenas selambat-lambatnya 1 minggu setelah selasai pelatihan. Evaluasi 

mencakup: evaluasi terhadap kinerja pengajar, evaluasi terhadap kinerja pelaksanan diklat, 

dan evaluasi terhadap kesesuaian dan kualitas materi pelatihan. 


